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ABSTRACT

Social entrepreneurship is currently overgrowing, which is an alternative solution in solving social
problems in society. This study aimed to determine the effect of government policy support and social
enterprise identity on business innovation. The sampling technique is simple random sampling. One
hundred twenty employees of Kampung Marketer were obtained as respondents who filled out the
questionnaire using the google form. The collected data was then analyzed using descriptive analysis
and multiple regression analysis. The results of the study indicate that government policy support does
not affect business innovation. Government policies and regulations that the government has set have
not succeeded in supporting business innovation development. This could be because the rules set
are very rigid and inflexible, following the principles of social entrepreneurship. Social enterprise
identity affects business innovation. The essence of the social enterprise, among reputation, good
service, corporate value and responsibility to customers, is the main element supporting the business
innovation of Kampung Marketet's business.

Keyword: Government Policy Support, Enterprise Social Identity, Kampung Marketer Social

Entrepreneurship, Business Innovation

ABSTRAK

Kewirausahaan sosial saat ini berkembang dengan pesat yang menjadi solusi alternatif dalam
pemecahan permasalahan sosial di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh dukungan kebijakan pemerintah dan identitas soczal enterprise terthadap inovasi bisnis. Dengan
menggunakan simple random sampling diperoleh 120 karyawan Kampung Marketer sebagai
responden yang mengisi kuesioner menggunakan google form. Data yang terkumpul selanjutnya
dianalisis menggunakan analisis deskripsi dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dukungan kebijakan pemerintah tidak berpengaruh terhadap inovasi bisnis. Artinya semua
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak berhasil mendukung
petkembangan inovasi bisnis. Bisa jadi hal tersebut terjadi karena peraturan yang ditetapkan sangat
kaku dan tidak fleksibel sesuai dengan prinsip kewirausahaan sosial. Identitas social enterprise
berpengaruh terhadap inovasi bisnis. Identitas social enterprise diantara reputasi, pelayanan yang baik,
nilai perusahaan dan tanggungjawab terhadap pelanggan merupakan unsur utama penunjang inovasi
bisnis usaha Kampung Marketer.

Kata kunci: Dukungan Kebijakan Pemerintah, Identitas Sosial Enterprise, Kampung Marketer Social
Entrepreneurship, Inovasi Bisnis

PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun terakhir berkembang suatu konsep bisnis social enterprise (SE)
yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial. Inovasi bisnis pada kewirausahaan saat ini
berfokus pada keterkaitan organisasi yang bekerja bersama dengan cara inovatif untuk
bertindak secara kewirausahaan melalui upaya kolaboratif yang sering disebut sebagai
ckosistem (Pattinson et al, 2018). Perusahaan-perusahaan ini mendedikasikan
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keberadaannya untuk memenuhi misi yang secara menyeluruh bertujuan untuk mengajak
sosial, komunitas, dan lingkungan kepada keberlanjutan melalui struktur bisnis (Defourny &
Nyssens, 2017).

Menurut (Pirson et al., 2019), kesenjangan dalam pengoperasian ekonomi akhirnya
memunculkan kewirausahaan dan inovasi sosial. Kegagalan pasar dan pemerintah
memperparah permintaan dan kebutuhan akan produk, layanan, dan praktik yang
berkontribusi pada pemulihan serta perlindungan kesejahteraan ekologis dimana umat
manusia bergantung (Pirson et al., 2019). Kewirausahaan sosial berupaya untuk mengatasi
permasalahan pelayanan publik yang belum teratasi secara maksimal dengan memfokuskan
tujuan mereka untuk memecahkan masalah sosial dan menjaga humanistik melalui prioritas
pada kesejahteraan masyarakat sebagai agen perubahan (Pirson et al., 2019).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh kolaborasi antara British Council dan
UNESCAP berjudul Developing an Inclusive and Creative Economy: The State of Social
Enterprise in Indonesia pada tahun 2018 memperkirakan jumlah social enterprise di
Indonesia mencapai angka 342.000 perusahaan di tahun 2017. Kondisi di Indonesia saat ini
beroperasi di berbagai sektor seperti 22% diantaranya bergerak di sektor kreatif, 16%
pertanian dan perikanan, 15% edukasi (British, 2018). Sektor kreatif pada kewirausahaan
sosial memberikan kesempatan kepemimpinan untuk wanita dan pemuda lebih banyak
dibandingkan area perekonomian lainnya (British, 2018). Pada sektor ini terdapat 68%
kewirausahaan sosial sektor yang dipimpin oleh pemuda Indonesia berumur 18 sampai 34
tahun dan 40% diantaranya dipimpin oleh wanita (British, 2018).

Social entreprices di Indonesia kini telah berkontribusi dalam pembangunan
Indonesia, salah satunya adalah menciptakan berbagai kesempatan kerja baru. Salah satu
contoh kewirausahaan sosial yang memberikan dampak pada pembangunan sosial
masyarakat di Indonesia yaitu Kampung Marketer. Pada akhir tahun 2020, Kampung
Marketer bertransformasi menjadi start-up bernama Komerce yang berkolaborasi bersama
pebisnis online dan UMKM untuk mendidik talent-talent terpilih dalam meningkatkan
penjualan secara remote dalam optimalisasi binis online dilansir dalam laman webnya
komerce.id. Lembaga yang dimungkinkan oleh teknologi digital membangun kapabilitas
dasar untuk menciptakan nilai melalui pengalaman pelanggan baru dan melalui interaksi di
antara pelanggan (Kannan & Li, 2016).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi inovasi model bisnis dapat diketahui
melalui analisis PESTLE (Politic, Economy, Social, Technology, Legal, Environment) yang
merupakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi lingkup eksternal suatu organisasi (Cadle
et al, 2010). Dalam hal ini polittk memainkan kebijakan pemerintah yang dapat
mempengaruhi model inovasi bisnis social entrepreneurship. Penelitian lainnya menyebutkan
bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk undang-undang mendorong tumbuhnya identitas
sosial usaha yang diterapkan dalam kewirausahaan sosial (Sengupta et al., 2018).

Beberapa penelitian telah membuktikan peran pelaku sebagai kontributor untuk
pengembangan kapasitas kewirausahaan sosial atau proses transformasi organisasi sosial
(Dey & Lehner, 2017). Dengan kata lain, konfigurasi identitas sosial (perspektif filantropi)
menjadi identitas kewirausahaan sosial (perspektif berkelanjutan). Biasanya, dalam ekonomi
berkembang, organisasi tujuan sosial disibukkan dengan pengembangan inovasi sosial untuk
mengatasi tantangan sosial, ekonomi atau lingkungan yang paling kompleks (Moore et al.,
2012). Mengingat bahwa keberlanjutan inovasi sosial dikondisikan oleh kemampuan
"kewirausahaan" organisasi tujuan sosial untuk mengakses/memanfaatkan sarana (keuangan,
manusia, fisik, teknologi, medis), tantangan terbesar dari organisasi tujuan sosial untuk
mengubah "paradigma" mereka menjadi berkelanjutan dan mengadopsi identitas ganda
(sosial dan kewirausahaan) tanpa kehilangan tujuan filantropis mereka (Maclean et al., 2013).
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Tujuan sosial mengasimilasi pengenalan praktik bisnis tanpa mengubah tujuan filantropi dan
mempelajari keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan praktik
bisnis tersebut ke dalam inovasi model bisnis baru (Eberhart & Eesley, 2018).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dukungan kebijakan dan identitas
sosial entreprise terhadap inovasi model bisnis. Penelitian ini memberikan kontribusi pada
inovasi model bisnis kampung marketer yang berkembang dengan pesat dan berhasil
mengajak masyarakat sekitar untuk bekerja di desa sehingga dapat mengurangi arus
urbanisasi. Dengan prinsip filantropi bisnis sosial yang dikembangkan oleh kampung
marketer mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat desa secara
umumnya.

Inovasi merupakan salah satu komponen dari kunci kewirausahaan yang
menciptakan nilai-nilai yang diinginkan bisnis dengan menarik perubahan atau kombinasi
baru melalui ide dan kombinasi kreatif (Cho & Lee, 2018). Inovasi dinyatakan sebagai
implementasi praktik seperti sebuah produk baru dan yang berkembang, melalui proses,
melalui metode pemasaran di dalam dan di luar organisasi (Yildiz et al., 2014). Strategi inovasi
dapat dilakukan dalam sebuah produk, jasa, metode produksi dan distribusi, metode
organisasi, metode pemasaran dan desain perusahaan. Ini disebut sebagai "inovasi produk",
"inovasi layanan", "inovasi proses", "inovasi organisasi" dan "inovasi pemasaran" dari
masing-masing (El¢i, 2006: 3).

Pendekatan ini mengklasifikasikan tentang inovasi yang tergantung pada tempat
terjadinya. Strategi inovasi terbuka luar-dalam dan didefinisikan sebagai strategi untuk dapat
meningkatkan perusahaan, basis pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang
relevan dapat diperoleh dari luar (Pundziene et al., 2021). Adapun strategi inovasi dari dalam
ke luar, Elia dkk. (2020) mengaitkan ini dengan perusahaan yang mencari sebuah keuntungan
dengan membiarkan pelaku eksternal yang relevan mengeksploitasi pengetahuan internal
dalam suatu perusahaan. Schumpeter adalah salah satu peneliti yang pertama kali
menekankan betapa pentingnya strategi inovasi dalam proses kewirausahaan dan inovasi juga
didefinisikan sebagai hal-hal baru atau melakukan hal-hal yang ada dengan cara yang baru
(Zehir et al., 2015). Identitas social enterprise berpengaruh terhadap inovasi bisnis (Guerrero
et al., 2020).

Identitas social enterprise menentukan penciptaan nilai inovasi bisnis sehingga
memiliki nilai lebih daripada bisnis yang berorientasi profit. (Richter, 2019). Identitas social
berupa reputasi, pelayanan yang baik, dan tanggungjawab terhadap perusahaan mampu
meningkatkan kepercayaan dan inovasi personal (Rostiani et al., 2014). Nilai-nilai personal
diantaranya keyakinan pendiri bahwa usaha bisnisnya dapat menentukan inovasi sehingga
dapat meningkatkan kinerja bisnisnya. Pada dasarnya penghormatan pada normanorma
sosial mempertahankan penerimaan dan popularitas seseorang dalam suatu organisasi, tidak
terkecuali pada social enterprise. Berdasarkan paparan tersebut, hipotesis penelitiannya
adalah sebagai beriku. H1 : identitas social enterprise berpengaruh pada inovasi bisnis.

Bisnis berkelanjutan yang dialami oleh social entrepreneurship salah satunya
didukung oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat menentukan inovasi
bisnis (Cadle et al., 2010). Unsur polittk memainkan kebijakan pemerintah yang dapat
mempengaruhi model inovasi bisnis social entrepreneurship. Penelitian lainnya juga
menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk undang-undang mendorong
tumbuhnya identitas sosial usaha yang diterapkan dalam kewirausahaan sosial (Sengupta et
al., 2018). Pada proses kebijakan yang dialami oleh social enterprise untuk berinovasi, sering
kali ditemui kurangnya spesifikasi rinci regulasi dan pelayanan publik, pemberdayaan dan
peran serta masyarakat (Sengupta et al., 2018). Umumnya perusahaan sosial (social enerprise)
kurang terstruktur secara formal, mobilisasi sumber daya cenderung ambigu dan sangat
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bergantung pada instruksi pemimpin, akan tetapi mereka menjalankan bisnis pada jalan yang
benar. Begitu pula, mereka sangat taat pada peraturan pemerintah sehingga mempermudah
melakukan inovasi bisnis (Rostiani et al., 2014). Berdasarkan paparan tersebut, maka
hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. H2 : dukungan kebijakan pemerintah
berpengaruh pada inovasi bisnis Model konseptual dari penelitian ini berdasarkan paparan
di atas adalah sebagai berikut:

Dukungan
kebijakan

Inovasi bisnis

Identitas social

enterprise

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah
penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya
yaitu pengukurannya berupa angka. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan kampung
marketer di Purbalingga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random
sampling, sehingga sampel yang digunakan sejumlah 120 orang. Variabel independent
penelitian ini yaitu dukungan kebijakan pemerintah dan identitas social enterprise, sedangkan
variabel dependen yaitu inovasi bisnis.

Variabel dukungan kebijakan pemerintah diukur menggunakan indikator
peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan
daya saing daerah serta pemberian insentif (Agapitova et al., 2017). Variabel identitas social
enterprise diukur menggunakan reputasi, pelayanan yang baik, nilai perusahaan dan
tanggungjawab terhadap pelanggan (Guerrero et al., 2020). Variabel inovasi bisnis diukur
menggunakan indikator dampak sosial, kegiatan promosi dan proses pendistribusian,
berorientasi berkelanjutan dalam pelayanan dan produk, dan mampu mengatasi
permasalahan pengangguran (Richter, 2019). Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan menggunakan alat uji
berupa aplikasi SPSS Statistic 21. Uji statistik inferensial yang dipakai yaitu regresi berganda.
berdasarkan hasil validitas diketahui bahwa instrument valid dengan nilai lebih besar dari
0,05.

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan one shot atau satu pengukuran, dimana
pengukuran hanya dilakukan sekali. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain
atau mengukur korelasi antara jawaban atas pertanyaan. Pengujian dilakukan dengan melihat
nilai Cronbach Alpha. Hasil uji reliabilitas adalah 0.877 yang menunjukan nilai Cronbach
Alpha > 0.70, artinya reliabel. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu
dilakukan uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas data menunjukkan nilai Kolmogorov
Smirnov adalah sebesar 0,061dan Asymp. Sig. (2-tailed) pada 0,200 atau lebih besar dari 0,05.,
artinya data berdistribusi normal. Nilai VIF variabel dukungan kebijakan sebesar 1,063 dan
identitas sosial sebesar 1,120 keduanya kurang dari 10, artinya tidak terdapat masalah
multikolinearitas. Data juga tidak mengandung heteroskedasitas hal tersebut terlihat dari nilai
signifikansi variabel dukungan kebijakan pemerintah sebesar 0,119 dan identitas sosial
sebesar 0,149 dimana keduanya lebih dari 0,05..
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pofil responden dibedakan atas gender, umur, sekolah terakhir dan masa kerja
ang ditampilkan pada tabel 1 profil responden. Berdasarkan tabel profil responden dapat

dilihat bahwa mayoritas responden adalah berjenis kelamin perempuan (94%), usia antara 21
s/d 30 tahun (81%), pendidikan terakhir SMA/SMK/MA sederajat (83%) dan masa ketja

selama 2 tahun (40%).

Tabel 1 Profil Responden

Data Kategon Jumlah (Orang) Presentase (Vo)
Jers Kelarmn Laks-Tak: 7 6. ()
Perempuan 113 04,00
Total 120 100,00
Usia < 20 tahun 19 16,00
21 — 30 tahun o7 81,00
31 — 40 rtahun 4 3000
41 - 50 tahun 0 0,00
= 50 tahun 0 0,00
Total 120 100,00
Pendidikan =D i (.00
SMP 11 0,00
SMA /SME/MA 100 83,00
sederajat
Strata 1 (51) 9 8,00
Strata 2 (52) 0 0,00
Strata 3 (33) 0 (1,000
Total 120 100,00
Masa Kerja < | tahun 4 3,000
1 tahun 31 26,00
2 tahun 47 00,00
3 tahun 34 28,00
4 tahun 4 3,000
5 tahun 0 i
Total 120 100,00

Selanjutnya, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui kriteria dari
variabel dukungan kebijakan pemerintah, perantara ekosistem, identitas social enterprise dan
inovasi model bisnis. Berikut ini disajikan deskripsi dari masing-masing variabel penelitian:

Tabel 2. Analisis Statistik deskriptif

Varabel ™ Mimmmum | Maksimum | Mean | Sed.

WValid Deviation
Dukungan Kebyjakan 120 13,00 2500 1931 2,780
Pemenntah
Identitas Social Enterprise 1240 23 40) 32 4018
Inovas: Bisous 120 36 65 50,65 | 6,642
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Berdasarkan data dukungan kebijakan pemerintah tersebut dapat dilihat bahwa nilai
rata-rata sebesar 19,31 dengan deviasi standar 2,780. Dengan demikian dapat dilihat bahwa
nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai ratarata. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
dukungan kebijakan pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini tidak bervariasi. Nilai
rata-rata dukungan kebijakan pemerintah sebesar 19,31 lebih mendekati ke arah nilai
maksimum, sehingga nilai rata-rata dukungan kebijakan pemerintah dalam sampel penelitian
ini cukup tinggi, nilai rata-rata dukungan kebijakan pemerintah sebesar 19,31 menunjukkan
bahwa perusahaan sosial/Kampung Matketer rata-rata memperoleh dukungan kebijakan
pemerintah.

Tingginya dukungan kebijakan pemerintah menunjukkan tingkat pelayanan publik,
insentif, regulasi dan persaingan daerah dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai dukungan
kebijakan pemerintah, maka semakin baik perusahaan menjalankan usahanya. Dukungan
kebijakan pemerintah memiliki nilai maksimum 25,00, hal ini mengindikasikan bahwa
perusahan sosial memiliki nilai pelayanan publik, insentif, regulasi, dan persaingan daerah
yang tinggi. Angka pelayanan publik, pendanaan dan regulasi yang mudah diperoleh
perusahaan mengindikasikan faktor eksternal kebijakan perusahaan cukup tinggi yaitu 25,00
kali lipat dibanding dengan kebijakan sendiri. Sedangkan nilai minimum sebesar 13,00, hal
ini mengindikasikan bahwa perusahaan sosial dalam penelitian ini memperoleh dukungan
kebijakan pemerintah sebanyak 13,00 dari total kebijakan perusahaan.

Dari data identitas social enterprise tersebut dapat dilihat bahwa nilai ratarata sebesar
32,01 dengan deviasi standar 4,018. Dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai standar
deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata, sehingga angka tersebut menunjukkan variabel
identitas social enterprise yang digunakan penelitian ini tidak bervariasi. Nilai rata-rata
identitas social enterprise sebesar 32,01 lebih mendekati ke arah nilai maksimum, sehingga
nilai rata-rata identitas social enterprise dalam sampel penelitian ini cukup tinggi, nilai rata-
rata identitas social enterprise sebesar 32,01 menunjukkan bahwa perusahaan
sosial/Kampung Marketer rata-rata memperoleh pengaruh dari identitas social enterprise.
Tingginya identitas social enterprise menunjukkan reputasi, pelayanan yang baik, nilai
perusahaan dan tanggungjawab terhadap pelanggan. Semakin tinggi nilai identitas social
enterprise, maka semakin baik perusahaan menjalankan usahanya.

Identitas social enterprise memiliki nilai maksimum 40, hal ini mengindikasikan
bahwa perusahan sosial memiliki nilai reputasi, pelayanan yang baik, nilai perusahaan dan
tanggungjawab terhadap pelanggan. Nilai reputasi, pelayanan yang baik, nilai perusahaan dan
tanggungjawab terhadap pelanggan perusahaan mengindikasikan faktor eksternal perusahaan
cukup tinggi yaitu 40 kali lipat dibanding dengan internal sendiri. Sedangkan nilai minimum
sebesar 23, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan sosial dalam penelitian ini
memperoleh identitas social enterprise sebanyak 23 dari total identitas social enterprise
perusahaan. Dari data pengembangan inovasi model bisnis tersebut dapat dilihat bahwa nilai
ratarata sebesar 50,65 dengan deviasi standar 6,642.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai
rata-rata, schingga angka tersebut menunjukkan variabel pengembangan inovasi model bisnis
yang digunakan penelitian ini tidak bervariasi. Nilai rata-rata pengembangan inovasi model
bisnis sebesar 50,65 lebih mendekati ke arah nilai maksimum, sehingga nilai rata-rata identitas
social enterprise dalam sampel penelitian ini cukup tinggi, nilai rata-rata identitas social
enterprise sebesar 50,65 menunjukkan bahwa perusahaan sosial/ Kampung Marketer rata-
rata terdapat pengembangan inovasi model bisnis.

Tingginya pengembangan inovasi model bisnis menunjukkan dampak sosial, kegiatan
promosi dan proses pendistribusian, berorientasi berkelanjutan dalam pelayanan dan produk,
dan mampu mengatasi permasalahan pengangguran. Semakin tinggi pengembangan inovasi
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model bisnis, maka semakin baik perusahaan menjalankan usahanya. Pengembangan inovasi
model bisnis memiliki nilai maksimum 65, hal ini mengindikasikan bahwa perusahan sosial
menunjukkan dampak sosial, kegiatan promosi dan proses pendistribusian, berorientasi
berkelanjutan dalam pelayanan dan produk, dan mampu mengatasi permasalahan
pengangguran. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa hipotesis penelitian
pertama ditolak, hal tersebut terlihat dari nilai signifikansi (p value) lebih besar dari 0.05 yaitu
0,168>0,05. Sedangkan hipotesis yang kedua diterima dengan nilai signifikasi (p value) 0,005
< 0,05.
Tabel. 3 Ringkasan Hasil Penelitian

Tabel 3. Ringkasan Hasil Penelitian

Hipotesis Pernyataan Koefisien |1 Sagr Keputusan
Penehitian Regres:
H1 Dukungan Kebryakan| (1,292 1,387 0,168 | Datolak
Pemerintah berpengaruh
positif terhadap movas:
bismus
H2 Identitas  socmal  enterpnse | (0,269 2,839 0005 | Diterima
berpengaruh posinf terhadap
INOVASL
bisrus

Dukungan Kebijakan Pemerintah Terhadap Inovasi Bisnis

Dukungan kebijakan pemerintah tidak berpengaruh terhadap inovasi bisnis.
Kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan inovasi
bisnis. Pembuat kebijakan kadang tidak melakukan kajian empiris kebutuhan dan aktivitas
bisnis social entrepreneurship sehingga pelaku sosial entrepreneurship merasa tidak
diberikan manfaat atas kebijakan tersebut (Richter, 2019). Pada proses kebijakan yang dialami
oleh social enterprise untuk berinovasi, sering kali ditemui kurangnya spesifikasi rinci regulasi
dan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Sengupta et al., 2018).

Umumnya perusahaan sosial (social enerprise) kurang terstruktur secara formal,
mobilisasi sumber daya cenderung ambigu dan sangat bergantung pada instruksi pemimpin
(Rostiani et al., 2014). Tidak adanya legitimasi terhadap pembuat kebijakan, masyarakat
umum, atau bahkan sebagai social enterprise cenderung berada di luar bentuk dan kategori
sosial yang mapan, salah satu tantangan pertama yang dialami wirasahaan sosial serta
pemerintah dalam hal kebijakan publik (Santos, 2018). Kebijakan dan peraturan yang tidak
sesual untuk menciptakan lingkungan yang mendukung baik bagi investor maupun pencari
investasi karena mengarah pada tidak adanya pasar investasi sosial (Santos, 2018). Identitas
Social Enterprise Pada Inovasi Bisnis Identitas social enterprise berpengaruh terhadap
inovasi bisnis yang dikembangkan.

Menurut (Guerrero et al.,, 2020) identitas membantu menangkap penciptaan nilai
inovasi sosial dalam ekosistem inovasi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Richter, 2019)
mengenai reputasi, pelayanan yang baik, nilai perusahaan dan tanggungjawab terhadap
perusahaan mampu membuat kondisi seseorang yang memiliki kepercayaan. Secara umum,
meskipun meskipun kewirausahaan sosial di Indonesia murni menjalankan misi sosial,
mereka memiliki motif yang berbeda mulai dari nilai pribadi, norma sosial dan agama. Nilai-
nilai pribadi megacu pada keyakinan pendiri bahwa memecahkan masalah sosial adalah
tanggungjawab semua orang (Rostiani et al., 2014). Aturan yang digunakan untuk identitas
kelompok seperti halnya keyakinan, sikap dan perilaku pantas atau tidak pantas.
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Penghormatan pada norma-norma sosial mempertahankan penerimaan dan
popularitas seseorang dalam suatu organisasi. Kewirausahaan sosial yang berusaha menjadi
unik dan berbeda seringkali dapat menarik lebih banyak pemangku kepentingan untuk
mendukung organisasi dan memperluas pengaruhnya terhadap masyarakat (Rostiani et al.,
2014). Kredibilitas, unsur kepercayaan dan keahlian dari perusahaan sosial memiliki korelasi
dengan branding merecka yang menarik dukungan masyarakat Indonesia (Sengupta et al.,
2018). Jika meresapkan nilai-nilai kepercayaan kedalam hatinya maka akan memiliki
kemampuan mensejahterakan dirinya tertanam secara sosial dan merasa bertanggung jawab
atas kesejahteraan kelompok mereka sendiri untuk melancarkan ide berinovasi, mampu
membangun hubungan yang hangat dengan orang lain, mampu mengatur tuntutan-tuntutan
dalam hidup, memiliki tujuan dan arah dalam menjalani kehidupan, dan mampu
mengembangkan diri akan potensi yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Dukungan kebijakan pemerintah belum memberikan pengaruh terhadap inovasi
bisnis Kampung Marketer. Hal inilah yang membuat perusahaan membutuhkan lebih banyak
dukungan regulasi seraca rinci, pendanan dan upaya masyarakat untuk memahami peraturan
serta dibutuhkannya pasar investasi dari pemerintah. Identitas social enterprise memiliki
pengaruh terhadap inovasi bisnis. Identitas social enterprise diantaranya nilai perusahaan
yang dilihat dari unsur kepercayaan, reputasi, keahlian dan dampaknya bagi lingkungan.
Pemerintah diharapkan membeli layanan dan produk dari social enterprise ataupun
bekerjasama dalam menjalankan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik.
Selain itu juga peningkatan akses permodalan dan investor untuk mengembangkan inovasi
bisnis. Untuk daerah pedesaan, perusahaan sosial terbukti menjadi pembuat perubahan yang
penting, karena mereka mengembangkan solusi baru untuk tantangan sosial dan
memobilisasi sumber daya dan dukungan dalam jaringan serta lembaga yang jarang dapat
diakses oleh masyarakat pedesaan sebelum kemunculannya. Penelitian selanjutnya dapat
mengembangkan model bisnis yang diterapkan di kampung marketer serta memotret peran
figure pemimpinnya.
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